
BUPATI U,ALIUTG

PROVIIISI JAIf,A TI![I'R

PERATT'RAT{ BUPATI MALATG
NOUOR 17 TAHTJT{ 2O1s

TEIiTAITG
PEDOXAX DA.X tATA CARA PEXGADAAtr BARAXG/JASA DI DESA

Menimbarg

Mengingat

DEIIGAII RAHMAT TUTIAT{ YANG MAHA ESA

BI'PATI MAI,A.]TG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan D€sa, maka perlu
menetapkan Pedoman dan Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa dengan Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 4l), sebagaimana telai diubah
dengan Undang-Undang Nornor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Taiun 1950, tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daeral
Iatimewa Yog/akarta (L€mbara! Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Irmbaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 273O);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (t embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
t€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 38511;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Talun 2O03 Nomor 47, Tambahan I:mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

P-d.x1P.nd.}:20l5P.mdaP*d'i0&Ibd6



2

DD{.16.\llljhMu\+]4fulftideoi.ifut!6ktt'{Bao63@

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2oM tentang
Perbendaharaan Nega.ra (l,embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 87, TambahaIl L€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5644);

6. Undang-Undarg Nomor 23 Tahur 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahar Daerah (lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentsrg
Peraturan Pelaksaraan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (kmbarajl Negara Republik
lndonesia Tahun 2OL4 Nomor 139);

9. Peraturar Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa ya-ng Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan L€mbamn Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimsrn telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6O TaIun 2Ol4 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara {tJmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambalnn kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, teralhir dengan Peratura.n
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturar Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Baran8/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri NoEor 4 Tahun 2Oo7
tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
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Menetapkan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hutum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang PeEgelolaan Keuangan Desa fBerita Negara

Republik Indonesia Tahur 2014 Nomor 52)i
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3
Nomor 1367);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun
2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangar
Daerah (kmbaran Daeral Kabupaten Malang Tahun
2010 Nomor 4/A);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Ta}IurI
2OO8 tentang Organisasi Perangkat Daerah {I€mbaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralhir dengan

Peraturar Daerah Kabupaten Malang Nomor I Tahun
2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (l€mbaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN:

PERATI'RAN BUPATI TENTA.IIG PEDOMAX DAN TATA
CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DTSA.

BAB I
X.ETEITTUAI{ I'UUU

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malarg.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Malang.
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3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengums urusan Pemerinta-han, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul dan/atau hak tmdisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahar Negara Kesatuan Republik
Indonesie-

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Kabupaten Malang.

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya darl
melaksanakan tugas dari Pemerintah dafl Pemerintah
Daerah.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

9. Anggaran Pendapatan dan Betanja Desa yang selanjutnya
disebut APB Desa ada.lah rencana keuangan tahuna!
Pemerintahar Desa yalg ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

1O. Keuangan Desa adalah semua hak dal kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;

I I. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yarg selanjutnya disebut
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik
dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui
Penyedia Barang/Jasa.

12. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Bararg/Jasa
dimana pekerjaalnya direncanalan, dikerjakan dan/atau
diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.

13- Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau
perorangan y.rng menyediakan barang/j asa.
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l4.Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK

adalah tim yang ditetapka-n oleh Kepala Desa dalam
bentuk Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur
Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan
desa untuk melaksanakan pengadaal barang/jasa.

15. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dad
perencanaan, pengadaan, penggunaan, F,emanfaatan,
pengarnanan, pemeliharaan, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaar, penilaian,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAA U
MAKSUD DAT{ TUJUIUT

Pasal 2

(l) Peraturan Bupa.ti ini merupakan pedoman bag
PeEerintah Desa dalam pengadaan barang/jasa,

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam pengadaan

barang/jasa dapat dilakukan sesuai dengan tata kelola
yalg baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan

barang/jasa-

BAB III
PRII{SIP DAN ETIITA PENGADAAIT BARAI{G/JASA

Pasal 3

(1) Prinsip pengadaan barang/jasa adalah:
a. ehsien yaitu pengadaan baJang/jasa harus

diusahakan dengan menggunal<an dana yang
minirnum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam
waktu yang ditetapkan atau menggunakan dar:ra yang
telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran
dengan kualitas yang maksimum;

b. efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai
dengan kebutuhan dan sasalan yang telah ditetapkan
serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

c. transparan yaitu semua ketentuan dan informasi
mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan
dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan
penyedia barang/jasa yang berminat;
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d. pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan
barang/jasa harus dijadikan sebagai waharla
pembelajaran bagi rlasyarakat untuk dapat mengelola
pembangunan desa;

e. gotong royong yaitu penyediaan tenaga kerja secara
cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan
kegiatan pembangunan di desa;

f, akuntabel yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundarg-undangan
serta dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Petaksanaan pengada-al barang/jasa harus mematuhi
etika yaitu bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan
pemborosan keuarrgalr desa serta patuh terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB TV

CARA PENGADAAIT BARANG/JAgA

Pasal 4

Cara pengadaan barang/j asa, meliputi:
a. dilakukan secara swakelola dengal memaksimalkal

penggunaan material/bahan dari wilayah setempat,
dilaksarakan secala gotong royong dengan melibatkan
partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas
kesempatan kerja dan pemberdayaan masyaJakat
setempat;

b. apabila tidak dapat dilaksanakan secara swalelola, baik
sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oteh
penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.

BAB V
TATA CARA PEITGN)AAIT BARAI{G/ I'ASA

Bagia! Kasatu
St akelola

Paeal 5

(l) Pengadaan barang/jasa dengan cara swa.kelola oleh TPK
metiputi kegiatan:
a. persiapan;
b. pelaksanaan;
c. pengawasan;

d. penyerahan; dan
e. pelapora-n dan pertanggungiawaban.
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(2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana,
yaitu pekerjaar konstruksi yang membutuhkan tenaga
ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksarakan
dengan cara swakelola.

(3) Rencala pelaksanaan kegiatan dengan cara swakelola,
meliputi:
a. jadwal peLaksanaal pekerjaan;
b. rencana penggunaan tenaga keia, kebutuhan bahall

dan peralatan;
c. gambar rencana kerja untuk pekedaan konstruksi;
d. spesilikasi teknis apabila diperlukan; dan
e. perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAEI).

(4) Pelaksanaan kegiatan dengan ca.ra swakelola, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a.pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan

rencana pelaksanaan Pengadaaa barang/jasa melalui
swakelol,a;

b. kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya
bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola
yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya,
dilaku-kan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap
mampu oleh TPK;

c. khusus untuk pekerjaan konstruksi:
1) ditunjuk satu orang penanggungiawab teknis

pelaksanaan pekerjaan dali anggota TPK yang
dianggap mampu atau mengetahui teknis
kegiatar/ pekerjaan; dan

2) dapat dibantu oleh p€rsonil yang ditunjuk dari
dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga

tukang dan/atau mandor).

Brgta! Kedur
Pcng'd.rn Banng/Jalr melalul Peayedia BsranA/Jss8

Pasal 6

(1) Pengadaan barang,/jasa melalui penyedia barang/jasa
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa
dalam rargka mendukung pelaksanaan swakelola
maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara
langsung di desa.

(2) Penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi
persyaratan memiliki tempat atau lokasi usaha kecuali
untuk tukarg batu, tukang kayu dan sejenisnya.
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(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

penyedia barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi,
mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan
yang diperlukan dalam pelaksalaan kegiatan.

Pasal 7

(1) TPK menfrsun rencara pelaksalaan pengadaan,
meliputi:
a. Rencana A.nggaran Biaya/RAB berdasarkan data

harga pasar setempat atau harga pasar terdekat;
b. penl.trsunan RAB dapat memperhitungkal ongkos

kiiim atau ongkos pengambilan;
c. spesifrkasi teknis barang/jasa apabita diperlukan;
d. khusus untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar

rencala kerja.
(2) Pelaksaraan pengadaan barang/jasa dengar nilai

sampai dengan Rp. 50.00O.OOO,0O oima puluh juta
rupiah), dengar ketentuan sebagai berikut:
a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia

barang/j asa;

b. pembelian dilakukar tanpa permintaan penawaran
tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari
penyedia barargfiasa;

c. TPK melalrukan negosiasi atau tawar menawar
dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh
harga ya.rrg lebih murah; dan

d. penyedia barang/jasa memberikan buldi transaksi
berupa nota, faktur pembelian atau kwitansi untuk
dar atas nama TPK.

(3) Pelaksanaan pengadaar barang/jasa dengan nilai di atas
Rp. 50.000.000,O0 (lima puluh juta rupiahl sampai
dengan Rp. 20O.0O0.OO0,O0 (dua ratus juta rupiah),
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. TPK membeli barang/jasa kepada I (satu) penyedia

bararg/j asa;
b. pembelian dilakukarr TPK dengan cara meminta

penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa dengaa
dilampiri daJtar barang/jasa (rincian barang/jasa
atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan);

c. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran
tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian
barang/jasa atau ruang lingkup peke{aan, volume
dan satuan) dan harga;
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d. TPK melalrukan negosiasi atau tawar menawar
dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh
harga yang lebih murah; dan

e. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi
berupa nota, faktur pembeLan atau kuitansi untuk
dan atas nama TPK.

(4) Pelaksanaan pengadaar barang/jasa dengan nilai diatas
Rp. 2OO.OOO.OOO,OO (dua ratus juta rupiahl, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a, TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran

secara terhlis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa
yang berbeda dengan ditarnpiri daftar baralg/jasa
(rinciar bararg/ jasa atau ruang lingkup pekedaan,
volume dan satuan) dan spesifikasi teknis
baraag/jasa;

b. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran
tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian
barang/jasa atau ruang lingkup pekedaan, volume
dan satuan) dan harga;

c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis
barang/jasa yang memasukkan penawaran;

d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yar:tg

ditawarkan:
1) dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka

dilanjutkan dengal proses negosiasi atau tawar
menawar secara bersamaan;

2) dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa,
maka TPK tetap melanjutkan dengan proses
negosiasi atau tawar menarrai kepada penyedia
barang/jasa yang memenuhi slxsilikasi teknis
atau

3) tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa,
maka TPK membatalkarr pros€s p'engadaar.

e. apabila spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada huruf d angka 3, maka TPK
melaksanakan kembali proses pengadaan

sebagaimana dimaksud pada huruf a;

f. negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf d
angka 1 dan angka 2 untuk memperoleh harga yang
lebih murah;

g. hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian
antara Ketua TPK dan Penyedia barang/jasa yang
berisi paling kurang:
1l tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian;
2) ruang lingkup pekerjaan;
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Pasal A

(1) Perubahan ruang lingkup pekerjaan dapat ditakuftan
apabila diperlukan.

(2) TPK memerintalkar secara tertulis kepada penyedia

barang/jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup
pekerjaan, meliputi:
a. menambah atau mengu.artgi volume pekerjaal;
b. mengurangi jenis pekedaan;

c. mengubah spesiEkasi teknis; dan/atau
d. melaksanakan pekerjaan tambah.

(3) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, penyedia

baralg/jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada
TPK.

(4) TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan
penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yarg
lebih murah.

(5) Untuk nilai pengadaan diatas Rp.200.OO0.00O,OO

(dua ratus juta rupiah), dilakukan adendum surat
pe{anjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan
total pekerjaan yarg disepakati.

BAB VI
PEUBAYARAIT

Pasal 9

Pembayaral atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara

swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa
dilaksalakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus

didukung dengan bulrti yarg lengkap dan sah; dan
b. untuk keabsalan bukti sebagaimana diroaksud pada

huruf a, harus mendapat pengesahan dari Sekretaris
Desa atau Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.

ooH!n6!rljH€xDR^ul,'nBet*r'FEda1fufudroJgD6.dd

3) nilai pekerjaan;
4) hak dan kewajiban para pihak;
5) jaflgka waktu petaksanaan pekedaan;

6) ketentuan keadaan kalar; dan
7) sarksi.
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(1)

l2l

PaBal lO

TPK harus menyampaikan laporan kepada Kepala Desa.

Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai atau
sasaran akhir pekedaan telah tercapai, TPK

menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada
Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan.

BAB 1III

PEL.APORAIT DA}I SERAII TERIUA

BAB D(
KETETIT{'AN PENALIHAIT

Pasal 11

(1) Pelalsanaan pengawasan pengadaan barang/jasa
diawasi oleh Bupati dan masyaral<at setempat.

(2) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.

Passl 12

(1) Ketentuan pengadaan barang/jasa dalam Peratural
Bupati ini tidak berlaku untuk pengadaan tarlah kas
Desa.

(2) Pengadaan tanah kas Desa mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

{1) Pengadaan barang,/jasa yang telah dilaksanakan
sebelurn berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sah.

(2) Pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan pada
saat mul,ai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap
dilanjutkal dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini.

c,tr*al5\Fq6jF*fu..@lelhe
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BAB X
KSTENTUATT PETTUTI'P

Pasd 14

Peraturan Bupati ini mulai bedaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintalkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

pada 20 Mel 201s

H. R.ENDRA KRF^SNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal po Me t

DAERAI{

ABDI'L UALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2015 Nomo. /3 sea P

2015
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR I'1 TAHUN 2015'I
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGADAAN BARANG/JASA
DI DESA

PEDOMAN DAIT TATA CARA PENGADAAI{ BARANG/JASA DI DESA

A. Contoh Surat PerELataa! Pelarararr

KOP TPK

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Yth. Sdr. ........
di

Sehubungan dengan akan dila}sanakan kegiatar........

dimana didalamnya terdapat pekerjaan.

yang kami persyaratlan adalah:

l, ruang lingkup pekerjaan ,...........

2. daftar barang/jasa

Adapun spesifikasi teknis

NO JENIS BARANG /.TASA VOI,I]ME SATUAN

Maka apabila Saudara berminat dal bersedia melaksanakan pekerjaan

tersebut, diminta segera mengajulal surat penawaran harga.

Surat penawaran dialarnattan kepada........ selaku Tim Pengelola Kegiatan

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat penawaran dibuat rargkap 3 (tiga) asli bermaterai Rp. 6.000,00 darl

harus sudah kami terima tanggal ...-.......

2. Surat penawaran dilampiri:

a. daftar penawaran harga termasuk pajak, bea meterai dan jasa

penggandaan;

b. fotokopi Surat Ijin Usaha Perdaga.ngan (SIUP); dan

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Malang,

Kepada;

2015
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Demikian surat permintaan penawaran ini kami sarEpaikan atas

perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

}Ieagetrhul
Kepala Deaa Ketua

Ttm Peugelola KegtatauSetrku
PeEegelg Kekuaraaa Pengelolaaa

Keua[gar De6a



B. Coatoh Sutet Perasara! Ilqtga
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KOP TPK

Malang,

Kepada;

2015

Nomor
Silat
l,ampiran
Hal

Yth. Sdr.
di

Menanggapi Surat permintaan penawaran dari Ketua Tio Pengelola

Kegiatan ......-.......Nomor.,.......,tan99a1........ hal permintaan penawaran, maka

bersama ini kami aengajukan penawaran harga untuk melaksanakar

pekedaarl tersebut.

Adapun harga penawaran yang kalni ajukan adalal sebesar

Rp ) dengan rincial sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diEinta bersama ini kami

sampaikan:

1. daJtar rincian penawaran harga;

2. fotokopi Srrrat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan

3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)-

Demikian surat penawarar harga karni buat untuk menjadikan

periksa.

Dlrekur/ Pimpiaaa / Pemlllt

(
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C. CoEtoh Daftar Rldclan Harga Baralg/Ja8a

KOP PEI{YEDIA BARANG/JASA

DATTAR RIITCIA.IT PENAUIARA.IT HARGA BARAIIG/JASA SUDAH
TERI,IASI,I( PAI,AX.PAJAX KEPADA IYEGARA DAI{ BEA MATERAI

t{o .,EIIIA
BARA.ITG/T'ASA

VOLUME SATUAI{ HARGA
SATUAN HARGA

JI,MLAH

Ditchur/ Plmplnrr / Peullik,
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D. Contoh UldrlgrE Nogoalrsl Ateu Tasar UcDawa! Hargq

KOP PEI{YEDIA BARANG DAN JASA

Malang,

Kepada;

2015

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Yth. Sdr.
di

Menanggapi surat penawaran harga Saudara Nornor: .......

tanggal,..,,.,...... perihal Penawarart Harga, bersama ini karni sampaikan hal-

hal sebagai berikut;

1. setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga Saudara

pada prinsipnya kami tidak berkeberatan, tetapi berdasarkan harga

penawaran yang Saudara ajukan kard perlu melakukan klarifikasi dan

negosiasi harga terhadap penawaran Saudara tersebut;

2. untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadirar Saudara besok

pada:

Hari

Tanggal

Jam

Tempat

Acara

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkar terima

kasih

Uetrgetrhul
Kcpala Desa Kctua

TIE Pengeloh Kegtatauselaku
PeEegarg Kekursaatl PeaSelolaal

Keuauga.l Desa
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E. Cortoh Berttr Acrra Xlar ttaEt daE t{egosla8i

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
T{OMOR
NO![OR

Pekcrjaan

Pada hari ini ...... tanggal .. bulan ...... tahun ....... pada pukul.......

dengan mengambil tempat di ka.ni yang bertanda tangarl di bawah

ini telah melakukan klarifikasi dan negosiasi harga atas pekefaaa

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan .-.... dengan pihak

Penyedia barang/jasa dari

Pada saat klarifrkasi dan negosiasi harga pihak penyedia jasa yang

dihadiri oleh ............menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penyedia barang/jasa dari .....-... menyatakan telah

menerima semua surat yang berkaitan dengan proses pekerjaan.........

2. Bahwa pihak Penyedia barang/jasa dari ....... menyambut baik dan

mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama

ini da! semoga keiasanna yang telah berjalan dapat dilanjutkan.

Adapun mengenai pengajuan Irnawaran untuk melaksanakan kegiatan

tersebut disampaikan sebagai berikut :

a. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia

barang/jasa dari ....... adalah sebesar Rp........... [-........] termasuk

beban pajak dan bea materai;

b, Adapun mengenai rinciar dari jumlah penawaran tersebut dapat dilihat

secara rinci dalam lampiran surat penawarar harga:

c. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi

serta beberapa klariflkasi maka kedua belah pihak secara bersama sarna

telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan Penyedia

barang/jasa dari ......... sebesar Rp....-...... (.... ......-) menjadi sebesar

Rp.......... ( . . . . . . . . . . . . . . . . I termasuk beban pajak dan bea materai yang harus
dibayai Penyedia barang/jasa dari ..-... dart selanjutnya penyedia

barang/jasa dari ...... akan membuat dan menyampaikan surat
penawaran yang baru sesuai hasil kesepakatan ini dengan rincian sebagai

b€rikut:
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NO
.,ENI8

BARAITG/JASA
VOLUTIIE SATUAN IIARGA

SATUAN HARGA

JUMLAH

d. Kesepakatal Lain yang dihasilkan pada saat klarifrkasi da! negosiasi

harga adalah bahwa masing-masing pihak bersepakat untuk
menuangkan proses kerjasama ini dalam bentuk Surat Pelanjian

Kerjasama yang akan dibuat setelai proses klarifrkasi dan negosiasi

harga disepalati dan ditaldata-ngani oleh kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing

bermeterai cukup dan mempunyai kekuatar hukum yang sana untuk
dipertanggungiawabkaa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direlrtur / PtEpin !/PeElllk Kotua Tlt[ Pelgelola Kegiatr!

Metlgetahul
Kepa.La Desa

Sclaku
PolEegang I(eku$aaD Pengelolaa!

Keualgar Dela



F Coatoh PoEetuJuqn Penasara!

KOP TPK

Ucngetahul
Kepslr Dasa

achtu
PetoegaDg K3kursaqE Peagclolaatr

Keurlgar Deaa

Malang,

Kepada;

Ketua
Tta PeEgelola Kegiataa

2015

Nomor
Sifat

Yth. Sdr.
di

Hal Pe8ctqrua.n Penawrra! Ila.rga

Berdasarkar surat Saudara Nomor........ tanggal....-.., hal Penawaran

Harga dan berdasarkan Berita Acara Klarilikasi darl Negosiasi Harga

N dan........., mal<a kami sarnpaikan bahwa setelah menerima dan

mempelajari isi surat Saudara serta Berita Acara KLaifrkasi dan Negosiasi

Harga, mal<a pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan dapat menerima

dengan Irenawaran harga yang telah disepakati sebesar Rp.........., ( . . . . . . . . . . . . . . I .

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kehadirar Saudara

besok pada :

Hari : ......

Targgal

Jam

Tempat

Acara : Penardatanganan Surat Peianjian

Adapun konsep pefanjian sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Lampiran

a
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G. Cotrtoh Peda4rti!

Pada hari ini............ tanggal .......... bulan ........... tahun......... bertempat
di..........., kaEi yarg bertanda tarlgan dibawah ini ;

I. Nama
Jabatan
Alamat

II. Nama
Jabatan
Alamat

(1)

12)

Ketua Tim Pengelola Kegiatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Direktur/Pimpinan/Pemilik .............

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Untul selaljutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut
PARA PIHAK.
Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untut mengadakan pefanjian,
dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah

Pasal 2

NILAI PEKERJAAN

Nilai pekedaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam
termasuk pajal< dan bea materai.pedanjian ini adalah sebesar

Pasal 3

(3)

PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada wal<tunya.
PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan
sebagaimara dimaksud da.laEr Pasal 2.
PIHAK KEDUA berhal atas pembayaral untuk penyelesaian pekerjaan
sebagaimana dimalsud dalam Pasal 2.
PIHAK KEDUA berkewajibar menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada
waktunya.

(4)

PERJANJ1AN
Nomor :
Nomor :

HAK DAN KEWAJIBAN
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Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKER.IAAN

Jargka wakh.r untuk menyelesaikan pekerjaan adalah .... hari kerja mulai
tanggal ...... sa.rnpai dengan ...... sehingga pekedaan harus selesai dan
diserahkal pada tanggal

Pasal 5

FORCE MAJEURE

Pasal 6

SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaa-n melebihi batas waktu yang disepakati maka
PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar ...-....yo dari nilai peke{aan
dengan nominal sebesar Rp. ..........-..(. ).

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Perjarjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkar
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Mengcta-hui
Nepala Desa

SeIaLE
Poaegaag Ketna.:ee[ Pelgelohaa

Kcuatga! IrGsa

(1) Yarg dimaksud dengat fore majeure adalah suatu keadaar yang tedadi
diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan
sebelumnya.

(2) Apabila te{adi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal ini, maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yarg harus
dilaksanal<al.
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II. CoEtoL Peayenhs! Ilaril Pel€dqr!

KOP PEI'IYEDIA BARANG/JASA

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Hal : Penyerltrl Hadl PelerJaa!

Berdasarkan surat Pedanjiar

sampaikan bahwa pekerjaan

Malang, 2015

Kepada;

Yth. Sdr. Kctua Ttm Pengclola
Kegtataa .........
di

dan ........ maka perlu kami

telal selesai dan dengan ini kami

untuk dapat diteliti apakahkirimkan hasil pelaksanaan pekerjaan

sudah sesuai dengan spesifikasi telsris atau belum.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkar terimakasih.

Direttur/Pimptaaa/Pem tL,
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L cortoh Berlta Acara PeDeHtlatr llasll Pekerlaar

NOMOR
NOMOR

Pada hari ini..... tanggal ..... bulan..... tahun.......... pada pukul .....

bertempat di ,......., kami yang bertarda tangan di bawah ini secara

bersama-sama telah metakukan pemeriksaan atas pekerjaal ......... yarg telah

dikerjakan Penyedia barang/jasa dari
Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan ...... dengan pihak

Penyedia barang/jasa dari

Pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan pihak Penyedia barang/jasa

dihadiri oleh dengan hasil sebagai berikut;
1. Bahwa Tim Pengelola Kegiatan ...... menyatakan telah menerima hasil

pekerjaan yang telah diserahkan oleh Penyedia barang/jasa dari ..... dan

telah sesuai dengan yang tetah disepakati bersama; dan

2. Penyedia barang/jasa dari ..... menyambut baik dan mengucapkan terima
kasih atas kepercayaan yang telah diberikan.

Direlrtur/PlEplEa!/PeElllL, KeturTlE PaqgololBl(eglats,a,...

Ueageta.hut
Kepala Desa

Selaku
PcEegang Ketuerarn Pcagelolaaa

Keuatga! D€sa

BERITA ACARA PENELITIAN HASIL PEKERJAAN

Petedes! :

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing

bermeterai cukup dan mempuoyai kekuatan hukum yang sarrra untuk
dipertanggun$awabkan sesuai peraturan perundang-uudangan yang berlaku.



.r. Co[toh Berlta Acs.ra PeEbalraraD
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BERITA ACARA PEMBAYARAN
nofoR
t{oMoR

Pada hari ini .-... talggal ..... bulan ..... tahun.... bertempat di
dilaksanakar pembayaran atas pekeiaan .......,.. antara:

, telah

L Nama : ...................
Jabatan : Ketua TiIn Pengelota Kegiatan
Alarnat : .,.................
Selanjutnya disebut PIHAX PERTAXA

II. Nama : ...................
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik........
Alamat : ...................
Selanjutnya disebut PIHAI( KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor -.-..- atas pekerjaan
...... telah membayar untuk pekerjaan kepada PIHAK KEDUA
sebesar Rp ......)
PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor atas pekerjaalr
....... telah melaksarrakan pekerjaar sesuai p€rmintaar PIHAK
PERTAMA dan teLah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar
Rp.......... (................1.
Pembayaran tersebut disaksikan oleh .......,...., Jabatan Kepala Desa .......
selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keua:ogan Desa.

Dtrckur/PtaDiau/Peulltl, KGtu.TtmPeogclohKeglatar.,,.

Ueagetahul
Kepala Dcsa

SGla'ku
PenegaEg KGtussaan Pongelola.r

Keusaga! Dela

Demikian Berita Acara ini dibuat ralgkap 2 (dua) masing masing
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sa-Eea untuk
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undanga-n yang bertaku.



K. CoEtoh Bcrita Acera PenerlEtaD Hastl PclerJaaa

t.

II.

Pada hari ini..... tanggal ..... bulan ..... tahun.... bertempat di ....,, telah
dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan .......... antara;

Nama : .....,.............
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Alamat : ...................
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAUA
Narna : --...-.............
Jabatan : DAekhrr/Pimpinar/Pemilik..
Alamat : ..,.,..,.....,.....
Selanjutnya disebut PIIIAIT XEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan balwa telah menerima hasil pekerjaan berupa
............ dalam keadaar baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat
Pedanjian Nomor: ........ dan Nomor: .... tertanggal ..........
PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa ............ dalam
keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Pedanjiar Nomor:
........ dan Nomor: .... tertanggal..........

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yarg sarna untuk
dipertanggungiawabkan sesuai peraturar perundang-undangan yang berlaku.

Dlrehur/PtEptnan/Pemltt, KetuaTinrPergelolaKeglataa....

lfieagctrhul
Kelrali Desi

Selcku
PeEegaEg Kekualaan Pengelolaar

Keuaagaa Desa
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BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
NOMOR :,....................
I{OUOR :,,...................



L. Co[tob l.apora.u polaksan .[ Leglatar

KOP TPK

Nomor :

Sifat :

Lampiran : 1 (catulbeadel.
Hal : L.Doru H.tU PeLGrJaa-a.

Malang 2015

Kepada;
Yth. Sdr. Netur TIE PsEgelol

KcStrtsr
di

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor: ... Tahun ... tentang

Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan mal<a dengan ini kami laporkan

bahwa kegiatan ....,. telah selesai dilal<sanakan pada ..-... Adapun dokumen

pelaksanaan kegtatan ......... sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian diucapkal terima kasih

Kctur TIE Pongelola
Kegiatar
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BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
NOMOR
NOMOR

Pada hari ini ..... tarlggal ..... bulan ..... tahun.... bertempat di ....., telah
dilaksanakan serah terima hasil pekerjaarr antara:
I. Narna

Jabatan : Ketua Tirn Pengelola Kegiatan
Alamat
Selanjutnya disebut PIHAN PERTAUA

II. Nama
Jabatan : Direktur/ Pimpinaa/ Pemilik
Alarnat
Selanjutnya disebut PIBAK KEDUA

PIHAK PEKTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan berupa
............ dalam keadaan baik dari PII{AK KEDUA.
PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil peke{aan berupa ............ dalam
keadaan baik kepada PIIIAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
dipertanggun$awabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kopala Desa
sclatu

Pemegsllg KckraEaa[ PelgelolaaE Ketua fiE Pclgelola Kogtltar ....
Keu.alga! Deaa

UALAIIG,

II. RENDRA KRESNA

M. Contoh B€rita Acara Scrah Tetiaa llrtil PetedarE


